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Kejahatan 

Korporasi

TIPIKOR

TPPUPerdata

KPPU

KASUS 

PBJ

Mengakibatkan Kerugian Negara

Korupsi tidak dilakukan 

oleh pemain tunggal 

(banyak pihak)

Terpidana korupsi 

mengembalikan sebesar 

yang diterima

Adanya potensi pinjam 

bendera/persekongkolan tender 

untuk memenangkan salah satu pihak

Jika terjadi wanprestasi 

maka dapat digugat 

secara perdata

Tidak mungkin dilakukan hanya satu

perusahaan (adanya persekongkolan

antar perusahaan)

Kejahatan 

Perpajakan

Menelusuri aliran dana, mengungkap modus 

kejahatan, memproses pelanggaran pajak, dan

memulihkan kerugian negara

6 Tuntutan KasusPBJ

“6 T U N T U T AN H ARU S  

DIPROSE S SE CAR A 

B ER SA M AAN OL E H  

IN S TA N SI T E R K AI T “



Melakukan Perencanaan 
yang tepat

Identifikasi kebutuhan 

Carapengadaan 

Surveipasar 

Terintegrasi

Jangkawaktukontrak

"Pemeriksaan T P K PBJ harus 

dilakukan sejak tahap perencanaan. 

Perencanaan anggaran harus diteliti 

untuk menetapkan tersangka yang

sebenarnya.”

Indikasi KesalahanPengadaan Dimulai 
Sejak Tahap “PERENCANAAN”

contoh :

PengadaanGoogle Chrome di Kemendikbud

PengadaanBTSdi Kominfo



“ Pengadaanyangdipaksakan“

Contoh : Tahun 2025 tersisa waktu 3 bulan

untuk pengerjaan pengadaan Alkes secara

impor, sedangkan proses pelaksanaan

hingga pengirimannya saja membutuhkan

waktu3bulan.

Indikasi KesalahanPengadaan Dimulai 
Sejak Tahap “PERENCANAAN”



TAHAP PERENCANAAN

1

Pengadaan Berbasis Kebutuhan

Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan

yang didukung dengan analis kebutuhan. 

Unit Kerja dilarang melakukan pengadaan

yang tidak dibutuhkan dan/atau

mendukung TCK

Contoh :Pengadaan Laptop hanya

untuk input data di Tata Usaha, 

namun membeli laptop spek tinggi.

2

Analisis Pasar

Pada saat melakukan survey 

didampingi oleh orang yang 

mengerti situasi pasar, khusus untuk 

Konstruksi di damping oleh Tim Ahli

Contoh :Pengadaan Laptop namun 

tidak melakukan pengecekan untuk 

merk yang sama di toko yang lain di 

katalog, toko online, maupun di toko 

offline.



Konsolidasi

TAHAP PERENCANAAN

43

Larangan Pemecahan Paket

Dilarang memecah satu paket 

pekerjaan menjadi beberapa paket 

untuk menghindari tender.

Contoh:

Pengadaan Renovasi ruangan: 

misalnya renovasi ruang dosen

dan secretariat dalam 1 Gedung 

bisa dijadikan dalam 1paket.

Universitas melakukan inisiasi

konsolidasi pengadaan barang/jasa

pada tahap perencanaan dan persiapan

pengadaan

Contoh:

Pengadaan Obat beberapa RS di 

konsolidasi. Tidak perlu juga kontrak tiap 

tahun, misalnya bisa langsung 

berkontrak 5 tahun.



TAHAP PERSIAPAN

Penyusunan Spesifikasi 

Teknis

2

Dalam Menyusun 

spesifikasi teknis sesuai

kebutuhan tidak boleh 

lebih tinggi atau lebih 

rendah dari 

kebutuhan.

Contoh : Pengadaan

laptop untuk

administrasi

perkantoran tidak 

seperti laptop untuk 

desain grafis

Larangan Berpihak

3

Dilarang memberikan informasi lebih

awal yang membuat salah satu 

penyedia yang membuat persiapan 

lebih baik daripada penyedia lain, 

kecuali yang sudah diatur di RUP. 

Contoh :Pokja Pemilihan melakukan 

addendum dokumen pemilihan dengan 

menambahkan beberapa persyaratan 

berkaitan dengan syarat dukungan 

material pekerjaan namun hanya PT. B 

yang diberikan informasi sebelum masa

tenggang sehingga pada saat

pembukaan penawaran dari 29 

Perusahaan yang mendaftar hanya 1 

Perusahaan yang mampu melengkapi 

penawaran yakni PT. B.

Spek Teknis tidak boleh diarahkan ke 

produk/merek tertentu, kecuali: suku cadang, 

komponen, bagian dari sistem yang sudah 

ada. arang yang diadakan melalui proses 

Tender dengan paling sedikit

mencantumkan 2 (dua) merek, Barang/jasa 

dalam sistem E-katalog.

contoh :pada pengadaan alat CT Scan di 

rumah sakit sudah menyebut merk siemens, 

padahal banyak merk lain dengan spek yang 

sama namun harganya lebih rendah.

Larangan Spesifikasi 

Mengarah

1



TahapPemilihanPenyediamelalui
E-Purchasing

01

Dilaksanakan dengan 

metode Mini-Kompetisi 

atau Negosiasi Harga

0 2

Pada metode Negosiasi, 

PPP dan PP menyusun 

referensi Harga sesuai 

ketentuan yang berlaku



TahapPemilihanPenyediaMelaluiNon
E-Purchasing

1. Tidak multitafsir dan tidak menambah persyaratan

bersifat diskriminatif

serta tidak menambah persyaratan 

bersifat diskriminatif dilaksanakan

yang

sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang 

Pengadaan Barang dan Jasa.

Contoh diskriminatif :

keharusan memiliki rekening di bank tertentu; 

2. Dilarang melakukan persekongkolan

PPP, Tim Pemelihan Penyedia dan/atau Peserta

Pemilihan/Penyedia dilarang 

persekongkolan secara vertikal

melakukan

maupun

Pesertahorizontal untuk memenangkan 

Pemilihan/Penyedia tertentu.

Contoh: Pokja Pemilihan melakukan addendum

dokumen pemilihan dengan menambahkan beberapa

persyaratan berkaitan dengan syarat dukungan

material pekerjaan namun hanya PT. B yang

diberikan informasi sebelum masa tenggang sehingga

pada saat pembukaan penawaran dari 29

Perusahaan yang mendaftar hanya 1 Perusahaan

yang mampu melengkapi penawaran yakni PT. B.

Penyusunan kriteria evaluasi tidak multitafsir



3. Dilarang membuat persyaratan

TPP dilarang membuat persyaratan :

a. Peserta Pemilihan harus mempunyai rekening di Bank

Pemerintah Daerah setempat;

b. Peserta Pemilihan harus memiliki uang yang mengendap

pada rekening bank.

4. Dilarang meminjamkan akun SIPINTER

akun SIPINTER tidak boleh dipinjamkan

kepada pihak lain.

TahapPemilihanPenyediaMelalui Non
E-Purchasing



TahapPelaksanaanKontrak

1.Sanksi Administratif dan evaluasi 

kinerja

PPP yang terbukti melanggar ketentuan

pelaksanaan kontrak, seperti menyetujui

pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai

spesifikasi, akan dikenakan 

administratif dan evaluasi kinerja

sanksi 

sesuai

dengan peraturan perundang undangan 

yang berlaku

Contoh : PPP menerima barang tidak sesuai

yang tercantum di kontrak tanpa menerima

penjelasan yang sesuai dan jelas

2. PPP tidak dapat melakukan perubahan/adendum

kontrakyang mempengaruhi kompetisi saat proses

pemilihan penyedia

1.Mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran

yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus

menjadi termin;

2.Mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda

keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak

sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi

1 ‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang

tercantum dalam Kontrak;

awalnya lumsum menjadi

3.Mengubah jenis Kontrak, contohnya

kontrak

jenis 

harga

kontrak 

satuan

yang 

atau

Sebaliknya.



3. Perpanjangan waktu
4. Pemberian Kesempatan

PPK dalam memberikan pemberian

kesempatan

kemajuan

harus memperhatikan 

pelaksanaan pekerjaan dan

kesanggupan penyedia

menyelesaikan pekerjaan sebagai

untuk 

dasar

penentuan pemberian kesempatan. Apabila 

berdasarkan penilaian PPK bahwa Penyedia

akan mampu menyelesaikan pekerjaan 

tersebut, maka PPK dapat memberikan

kesempatan dengan 

denda keterlambatan

mengenakan 

dan masa

sanksi 

berlaku

ada) 

dalam

Jaminan Pelaksanaan (apabila 

diperpanjang yang dituangkan 

adendum Kontrak.

PPK tidak boleh

perpanjangan waktu akibat

memberikan 

kesalahan

Penyedia. Perpanjangan waktu hanya boleh

diberikan jika terjadi peristiwa kompensasi

dan/atau terdapat penambahan ruang lingkup

pekerjaan akibat perubahan kondisi 

lapangan, dan/atau keadaan kahar.

contoh: Pada pekerjaan konstruksi, ketika

akan memobilisasi peralatan ke lokasi

pekerjaan, ternyata lahan masih ditempati

oleh warga (bukan kesalahan penyedia),

sehingga bisa diberikan perpanjangan

waktu

Terdapat justifikasi teknis yang

dapat dipertanggungjawabkan

yang memuat:

1.Analisis bahwa penyedia akan

mampu menyelesaikan 

pekerjaan;

2.Jangka waktu yang diberikan 

disesuaikan dengan kebutuhan

berdasarkan justifikasi teknis,

meliputi waktu mendesak atau

tidak dapat dilaksanakan oleh

penyedia lain; dan

3.Dipastikan adanya 

ketersediaan anggaran apabila

penyelesaian pekerjaan 

melewati tahun anggaran

TahapPelaksanaanKontrak



Pemilihan Gagal

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi:

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran 

setelah adapemberian waktu perpanjangan:

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini:

e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN):

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat:

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS:

h. tidak tercapainya kesepakatan harga pada Seleksi:

i. diterimanya sanggah oleh TPP:

j. adanya KKN yang melibatkan TPP/ PPP.



Daftar Hitam

a. PT Aggono Karya Ragam Kreasi

b. CV Mitra Karya Utama

c. CV Trisatya karya

d. PT Putra Nangroe Aceh

e. PT Bima Patria Pradanaraya

f. CV Ndalem Arta Kulon

g. CV Perdana Adikinarya



Temuan Audit

a.Administratif

b.Subtantif

c.Pemanfaatan



Adminstratif

Perencanaan: Spesifikasi teknis tidak jelas/mengarahkan, HPS 

(Harga Perkiraan Sendiri) tidak didukung data.

Pemilihan Penyedia: Kurangnya persaingan, kriteria evaluasi tidak 

sesuai, dokumen penawaran tidak lengkap.

Kontrak & Pelaksanaan: Kontrak tidak ditandatangani tepat waktu, 

kelemahan dalam pengawasan pekerjaan (addendum/perubahan 

kontrak tidak sah).

Dokumen Pertanggungjawaban: Kelengkapan administrasi serah 

terima barang/jasa (BAST) tidak memadai.



Subtantif
Kekurangan Volume dan Kualitas: Pekerjaan fisik (jalan, gedung) atau

barang yang tidak sesuai kontrak, sering terjadi pada proyek

infrastruktur/konstruksi.

Kemahalan harga (mark Up) :Menaikkan harga jauh di atas harga pasar,

seperti ditemukan pada alat kesehatan dan belanja operasional.

Pengaturan Pemenang dan Korupsi: Temuan menunjukkan maraknya

kolusi dan hubungan kekerabatan dalam pemilihan vendor.

Kualitas dan Spesifikasi Rendah: Barang/jasa yang diserahkan seringkali

tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Ketidaksesuaian Volume (Kekurangan Volume): Pekerjaan atau barang

yang volumenya lebih sedikit dari yang diperjanjikan (mengurangi

kualitas/kuantitas).

Penggelembungan Harga (Mark-up): Harga yang dibayarkan lebih tinggi

dari harga pasar atau tidak sesuai ketentuan.

Modus Pengadaan: Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari

tender.

Administrasi dan Kontrak: Pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan

selesai (Berita Acara Serah Terima tidak sesuai) dan bukti

pertanggungjawaban kurang.

Katalog/E-Purchasing: Adanya temuan harga yang mahal pada pembelian

melalui sistem katalog dan pencatatan transaksi yang belum optimal



Pemanfaatan

Barang/Aset Tidak Dimanfaatkan: Barang hasil pengadaan (aplikasi, 

gedung, peralatan) sering kali tidak langsung digunakan atau mangkrak, 

sehingga tidak memberikan manfaat optimal.

Rendahnya Nilai Manfaat dan Fungsi: Banyak barang atau jasa yang 

sudah diadakan tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak 

memberikan dampak positif (tidak berfungsi).

Kualitas dan Volume Tidak Sesuai (Non-Compliance): Temuan sering 

menunjukkan barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi teknis atau 

volume lebih sedikit dari kontrak, menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pemeliharaan dan Penyimpanan Lemah: Kurangnya pemeliharaan rutin 

mengakibatkan umur barang lebih pendek, dan manajemen penyimpanan 

yang buruk (tidak administratif) membuat barang cepat rusak atau hilang.

Ketidaksesuaian Kebutuhan: Pengadaan seringkali tidak sesuai dengan 

kebutuhan riil di lapangan (ketidaksesuaian kontrak), sehingga barang yang 

diadakan menjadi pemborosan.

Keterlambatan Pemanfaatan: Barang atau proyek fisik selesai terlambat, 

mengakibatkan keterlambatan pelayanan publik atau manfaat ekonomi 

yang tertunda



Pelaku Pengadaan



Organisasi Pengadaan



Pejabat Pembuat
Perjanjian (PPP)

a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK)

b. menetapkan rancangan Perjanjian

c. menetapkan HPS

d. menetapkan surat penunjukan Penyedia

e. mengendalikan Perjanjian

f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli

pelaksanaan kegiatan

g. membuat dan menandatangani BAST

h. melaporkan hasil PBJ kepada Pimpinan Unit Kerja

i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukanStaf Fungsional

Kantor Pengadaan

Pelaksana Penelitian

Pejabat Jenjang

Manajer di Unit Kerja

Organisasi Pengadaan

1. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer, PPP dapat

diampu Ketua Tim Kerja.

2. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer dan Ketua

Tim Kerja, PPP dapat diampu Staf Fungsional dengan jabatan

minimal tingkat muda.

3. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer, Ketua Tim 

Kerja atau Staf Fungsional dengan jabatan minimal Ahli Muda, 

maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit KerjaPasal 10



Organisasi Pengadaan

Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP) setingkat manajer:

a. Kepala Departemen pada Fakultas dan Sekolah;

b. Kepala Kantor Administrasi pada Fakultas dan Sekolah;

c. Sekretaris Departemen pada Fakultas dan Sekolah

d. Kepala Subdirektorat

e. Manajer Laboratorium Terpadu

f. Kepala Kantor Alumni

g. Wakil Direktur pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut

h. Kepala Gadjah Mada Medical Center

i. Kepala Klinik Korpagama

j. Kepala Bidang/Bagian pada Rumah Sakit Akademik

k. Kepala UGM Press

l. Kepala Bidang/Bagian pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut

m. Kepala Bidang pada Perpustakaan dan Arsip

n. Manajer UGM Residence



Organisasi Pengadaan

Tata Cara pengangkatan PPP untuk Unit Kerja (yang tidak memiliki pejabat jenjang
manajer)
a. Unit Kerja mengusulkan Ketua Tim Kerja ke Kantor Pengadaan;

b. Unit Kerja mengusulkan staf fungsional dengan jabatan minimal tingkat

muda ke Kantor Pengadaan;

c. Kantor Pengadaan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap PPP

yang diusulkan oleh Unit Kerja;

d. Kepala Kantor Pengadaan menyetujui PPP yang diusulkan apabila

memenuhi huruf (c).

e. Dalam hal Kantor Pengadaan menilai Ketua Tim Kerja atau staf

fungsional dengan jabatan minimal tingkat muda yang diusulkan tidak

memenuhi syarat kelayakan, Pimpinan Unit Kerja melakukan

pengusulan kembali.



a. PPP yang berasal dari Unit Kerja mempunyai kewenangan mengadakan dan menetapkan
perjanjian dengan Penyedia untuk:

• Paket Pengadaan dengan metode penunjukan langsung, repeat order, e-purchasing,
e- assignment, dan pengadaan langsung;

• Paket Pengadaan Barang yang dilihat dari kebutuhannya bersifat rutin dan
dilaksanakan setiap tahun.

• Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya metode tender dengan
nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau

• Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

b. Dalam hal nilai Paket Pengadaan melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), PPP
dari Unit Kerja dapat diberikan kewenangan untuk mengadakan dan menetapkan
perjanjian sepanjang terdapat penugasan secara tertulis dari Kepala Kantor Pengadaan.

c. PPP yang berasal dari Direktorat Aset diberikan kewenangan untuk mengadakan dan
menetapkan perjanjian dengan Penyedia untuk Paket Pengadaan dengan nilai paling
banyak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pembagian Kewenangan PPP



Peneliti sebagai PPP

Metode Pengadaan untuk Penelitian dikategorikan sebagai
pengadaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu
(non-tender) sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) huruf g,
Peraturan Rektor No 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan
Barang/Jasa, yang berbunyi :

Penunjukan langsung untuk keadaan tertentu meliputi:

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai
dari kegiatan Penelitian



Petugas

Pengadaan (PP) a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah); dan

c. melakukan verifikasi kualifikasi Penyedia E-katalog

sebelum ditetapkan sebagai Penyedia.

Ketua Tim Kerja

Organisasi Pengadaan

Unit Kerja yang tidak memiliki Ketua Tim Kerja sebagaimana, 

Petugas Pengadaan dapat diampu oleh staf pelaksana dengan

persyaratan:

1. Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil atau 

dengan status pegawai tetap UGM;

2. Tidak merangkap sebagai pejabat pemroses keuangan atau 

bendahara; dan

3. Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.



Organisasi Pengadaan

Tata cara penetapan Petugas Pengadaan Unit Kerja yang tidak memiliki

jabatan manajerial melalui Kantor Pengadaan sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan nama staff ke Kantor

Pengadaan;

b. Kantor Pengadaan melakukan verifikasi sertifikat workshop

pengadaan yang dimiliki oleh staf yang diusulkan sebagai Petugas

Pengadaan; dan

c. Petugas Pengadaan unit kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor

Pengadaan.



Organisasi Pengadaan



Tim Pemilihan
Penyedia (TPP)

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

pemilihan Penyedia

b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia

melalui metode pemilihan Tender/Seleksi untuk

paket Pengadaan Barang/Jasa

c. Mengusulkan Penyedia Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Barang/Jasa

Staf Kantor 

Pengadaan

Organisasi Pengadaan

Staf Unit Khusus



Tim Pendamping

Ahli Kegiatan (TPAK)
a. melakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian

b. memberikan rekomendasi teknis kepada PPP 

dan/atau TPP

c. membantu dalam proses pemberian penjelasan

d. melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan

pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi jika

diperlukan

Tenaga Pendidik

(Dosen) sesuai dengan

kompetensi keahliannya

Organisasi Pengadaan



SK TPAK



SURAT TUGAS TPAK



Honor TPAK



Metoda Pengadaan



Barang/Pek Konstruksi/Jasa Lainnya

METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

❑ Penunjukan Langsung;

❑ Repeat order;

❑ E-purchasing;

❑ E-assignment;

❑ pengadaan langsung; 

❑ Tender.

Jasa Konsultansi

❑ Penunjukan Langsung;

❑ E-assigment;

❑ Pengadaan Langsung;

❑ Seleksi; dan

❑ sayembara/kontes

❑ Pemilihan langsung



Metode Barang Jasa Lainnya Jasa Konstruksi Jasa Konsultansi

Penunjukkan

Langsung
Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus, ada negosiasi teknis dan harga

Repeat Order

Berdasarkan Perjanjian

sebelumnya dari hasil tender 

atau pemilihan langsung, ada

negosiasi

NA

E-purchasing

Tercantum

dalam e-

katalog, s.d 1 M

NA

E-assignment NA
Tercantum dalam e-katalog, 

s.d 1 Milyar

Tercantum dalam DRM,

s.d 500 Juta

Pengadaan

Langsung
S.d 200 juta, ada negosiasi

Tender/Seleksi Lebih 200 juta

Sayembara/kontes NA Penetapan Oleh Rektor

Pemetaan Metode Pemilihan Penyedia



Pemilihan langsung a. jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia, 
b. jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi: 
c. jasa perencanaan dan/atau pelaksanaan interior: 
d. jasa asuransi: atau
e. Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa barang. 

METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung dilaksanakan
dengan persetujuan Rektor. 



Pemilihan Langsung

Metode pemilihan langsung dilakukan dengan Metode

Pascakualifikasi Sistem Harga Terendah. Penetuan

pemenang berdasarkan hasil negosiasi harga terendah dari

peserta yang memasukan penawaran. Untuk pekerjaan jasa

pelaksanaan interior berupa pekerjaan dekoratif

(backdrop) dan perabot dengan ketentuan nilai pekerjaan

utama minimal 80% dari nilai total HPS



Pengajuan Izin Pemilihan Langsung



Persetujuan Pemilihan Langsung



Permohonan Pemilihan Langsung



Pemaketan





Kasus Pemecahan Paket

Kepala Dinas bersama Kepala Bidang SDA dan konsultan
perencanaan telah bersekongkol melawan Perpres Nomor 46 Tahun
2025. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi ada niat untuk
menghindari tender resmi. Proyek Rp 1,2 miliar yang seharusnya
dilelang justru dipecah menjadi enam paket PL



Reviu Dokumen Teknis dan Perencanaan

Khusus Pekerjaan Konstruksi, sebelum PPP menetapkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis (RKS, BoQ, dan DED), terlebih dahulu

harus dilakukan reviu oleh Staf Pendukung Pengadaan (SPP), dalam hal ini

Tim Analis Kantor Pengadaan. Tata cara pelaksanaan reviu dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja mengirimkan surat permintaan reviu dokumen

teknis ke Kantor Pengadaan dengan dilampiri dokumen perencanaan.

2. Kepala Kantor Pengadaan menugaskan Staf Pendukung Pengadaan

(SPP),untuk melakukan reviu dokumen teknis.

Setelah reviu selesai dilakukan, Kepala Kantor Pengadaan mengirimkan

hasil reviu (rekomendasi) ke Pimpinan Unit Kerja untuk selanjutnya dapat

diajukan permohonan proses pengadaan.



Reviu Dokumen Teknis dan Perencanaan

Proses pembayaran pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Pembayaran akan dilakukan setelah barang/jasa diterima;

b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus

dilakukan dengan pembayaran di muka, maka dilakukan sesuai

dengan kesepakatan dalam perjanjian/kontrak (contoh: langganan e-

journal);

c. Pembayaran melalui Rekening Penyedia, harus sesuai dengan nama

dan nomor dalam perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa.

Misalnya: Perjanjian Kontrak dengan badan hukum (Perseroan

Terbatas/PT), maka penggunaan rekening bank sewajarnya bukan

rekening perorangan/pribadi, melainkan rekening perusahaan

tersebut;

d. Dokumen surat perjanjian, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan

Berita Acara Pembayaran (BAP) dibubuhkan materai; dan

e. Pekerjaan konstruksi di atas 10 juta wajib melampirkan surat

rekomendasi dan hasil review dari Kantor Pengadaan.



TKDN



PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN 

UNIVERSITAS GADJAH MADA

REFERENSI

1. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Koperasi;

3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan

Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada

Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi;

4. Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 73 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri



Isue TKDN

a. UGM berkomitmen untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN);

b. Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan di lingkungan UGM wajib
memprioritaskan penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat
Perusahaan (BMP) lebih besar atau sama dengan 40%.

c. Dalam hal kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ketentuan huruf b, Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan dapat
menggunakan/memilih produk lain dengan ketentuan;

1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, atau

2) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan barang
yang dibutuhkan oleh UGM.

d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf c
harus mendapat persetujuan dari Rektor;



Isue TKDN Update (Perpres 46 2025)



Pengajuan Izin barang Non-TKDN

Kriteria Kewajiban Verifikasi TKDN Keterangan

Barang dengan Nilai 
s.d 10 Juta

mengajukan Justifikasi 
Teknis dan dilakukan 
Verifikasi di KP

Justifikasi teknis memuat 
informasi kebutuhan 
barang serta alasan 
penggunaan

Barang dengan Nilai di 
atas 10 Juta

Wajib mencantumkan 
nilai TKDN atau sertifikat 
TKDN

Apabila tidak ada harus 
mengajukan izin ke 
Rektor disertai Justifikasi 
Teknis



Isue TKDN



Justifikasi barang Non TKDN



Justifikasi barang Non TKDN



Isue TKDN

Penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri tetap harus memperhatikan prinsip-

prinsip pengadaan barang/jasa dengan diberikan preferensi harga paling tinggi 25% 

untuk barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%.

𝑯𝑬𝑨 = 𝟏 −𝑲𝑷 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂

HEA = Harga evaluasi akhir

KP = TKDN x Preferensi tertinggi (KP adalah Koefisien preferensi)

Contoh

Produk A walaupun harganya lebih tinggi, berdasarkan hitungan HEA nilainya masih

di bawah Produk B, maka produk A yang harus dipilih.

Produk Harga Produk TKDN (%) Preferensi HEA

A 1.050.000.000 25 25% 945.000.000 

B 1.000.000.000 0 0% 1.000.000.000



http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php

Pengecekan Nilai BMP dan TKDN



http://https://katalog.inaproc.id/

Pengecekan Nilai BMP dan TKDN



BA Verifikasi TKDN



BA Verifikasi TKDN



BA Verifikasi TKDN



Persetujuan Pengadaan Non-TKDN



Terima Kasih
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